BANTAHAN ATAS LELANG EKSEKUSI


DARI BANK SEBAGAI KREDITUR





KASUS POSISI:





Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46) memberikan fasilitas kredit kepada Ny. Nurima, berdasarkan perjanjian kredit No. 82/118/Mrt tanggal 22 April 1982 yang diperpanjang dengan No. 82/118/Mrt tanggal 20 Mei 1987;


Sebagai jaminan kreditnya, Ny. Nurima menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11/Manggarai Selatan atas tanah/bangunan yang ditempatinya di Jl. Masjid Al Barkah seluas kurang lebih 1697 m2;


Untuk memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen, maka BNI 46 mengikat tanah yang dijaminkan secara hipotik sebesar Rp. 37.500.000,- di bawah No. 468/S/1986 tertanggal 2 Maret 1987.  Pihak BNI 46 menganggap aman dengan dilakukannya pengikatan tersebut.  Hal ini beralasan, karena hingga dilakukan pengikatan, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, ini berarti tidak ada masalah dengan tanah/bangunan yang dijaminkan secara Hipotik tersebut;


Namun anggapan pihak Bank ternyata berbeda dengan kenyataannya, lama sebelum Nurima mengambil Kredit dari Bank BNI 46, tanah tersebut telah menjadi sengketa antara M. Gultom dengan Syamsul Bahri.  Oleh Gultom, objek sengketa tersebut dimintakan Sita Jaminan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan.  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan waktu itu mengabulkan permintaan Sita Jaminan dengan Syamsul Bahri sebagai penyimpanan barang sitaan;


Dalam keadaan tersita, tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Aslina Bahar (istri Syamsul Bahri) kepada Ny. Nurima.  SHGB tanah/bangunan tersebut di balik nama menjadi atas nama Ny. Nurima dan kemudian dijadikan jaminan kreditnya pada Bank BNI 46;


Syamsul Bahri dan Aslina dikenai sanksi pidana, masing-masing selama 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan atas tindakan yang dilakukan menjual barang sitaan Pengadilan;


Persoalan ini tidak pernah diketahui oleh pihak BNI 46 dan Ny. Nurima.  Bank merasa terkejut, ketika Ny. Nurima menyerahkan surat pemberitahuan Lelang dari Kepala Kantor Lelang Negara No. 5192/Wpj.03/KL.51/1987 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan akan melelang tanah bangunan tersebut pada tanggal 7 September 1987.  Hal ini tentu merugikan pihak Bank;


Oleh karena merasa dirugikan, Banki BNI 46 mengajukan bantahan terhadap Drs. M.  Gultom, Syamsul Bahri dan Aslina, masing-masing sebagai Terbantah I, II dan III, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;


Bank BNI 46 sebagai Pembantah mengajukan tuntutan sebagai berikut:





I.	Dalam Provisi:





	Menunda pelaksanaan Lelang atas tanah dan bangunan di Jl. Masjid Al Barkah No. 23 Manggarai Selatan.





II.	Dalam Pokok Perkara:





1.	Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang sah dan benar;


2.	Membatalkan Lelang Eksekusi dan mengangkat Sita Eksekusi atas tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan;


3.	Menyatakan Pembantah adalah pemegang hipotik pertama atas tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan yang sah, yang haknya harus didahulukan dari kreditur lainnya;


4.	Menyatakan Ny. Nurima adalah pemilik jaminan tanah dan harus dilindungi oleh hukum;


5.	Mohon keputusan seadil-adilnya.





PENGADILAN NEGERI





Hakim pertama yang mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:


Dalam Eksepsinya, Terbantah I, M. Gultom, menyatakan bahwa Pembantah bukan pihak yang berhak untuk mengajukan bantahan.  Bantahan yang diajukan tidak jelas;


Menurut Majelis Eksepsi Terbantah I, telah menyangkut pokok perkara, karena akan diputuskan bersama-sama pokok perkara.





Dalam Pokok Perkara:





Dari bukti P-3, ternyata bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), telah terjadi peralihan hak dari pendaftar pertama nama pemegang hak Ny. Aslina menjadi Ny. Nurima berdasarkan jual beli di PPAT Soetomo Ramelan No. 9/7/1995 Tbt tanggal 25 Juli 1985;


Dari bukti P3 terlihat prosedur jual beli tersebut telah benar yakni melalui saluran hukum.  Bahkan pihak Kantor Agraria telah membuatkan Akta Hipotik pertama (bukti P-4);


Dari bukti-bukti tersebut diketahui, tidak ada penyimpangan di dalam pemasangan hipotik tersebut.  Demikian juga haknya dalam peralihan hak dari pemegang hak pertama Ny. Aslina kepada pembeli Ny. Nurima;


Dengan demikian, nampak adanya itikad baik, Ny. Nurina selaku pembeli; jika Notaris atau pihak Agraria mengetahui adanya Sita Jaminan atau masih ada sengketa tentang objek jual beli antara dua belah pihak, maka jual beli tersebut tidak akan terlaksana;


Oleh karena Ny. Nurima pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi oleh hukum.  Meskipun pihak penjual Ny. Aslina berdasarkan bukti T1-5 telah dinyatakan salah, namun dari pihak pembeli Ny. Nurima, tidak ada tampak adanya itikad tidak baik;


Demikian pula dengan pihak Pembantah yang menerima Hipotik dari Ny. Nurima, semua prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Pembantah selaku Bank milik Pemerintah (Kreditur Preferent) harus didahulukan haknya terhadap kreditur-kreditur lain.  Bantahan Pembantah harus diterima untuk menyelamatkan uang Negara;


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bantahan Pembantah harus diterima, namun tuntutan Provisi harus dikesampingkan, karena sudah tercantum dalam petitum pokok perkara;





Akhirnya Majelis memberi putusan sebagai berikut:





1.	Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang sah dan benar;


2.	Membatalkan lelang Eksekusi dan mengangkat Sita Eksekusi atas tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan;


3.	Menyatakan Pembantah adalah pemegang Hipotik pertama atas tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan yang sah, yang haknya harus didahulukan dari kreditur lainnya;


4.	Menyatakan Ny. Nurima adalah pemilik jaminan tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan, yang sah dan harus dilindungi oleh hukum;


5.	Dst., ……………………… dst., …………………………;





PENGADILAN TINGGI:


M. Gultom menolak putusan Hakim Pertama di atas dan mohon pemerksaan ulang pada Pengailan Tinggi;


Hakim Banding yang mengadili perkara ini, di dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;





Dalam Eksepsi:


Permohonan Eksepsi Terbantah I, sudah mengenai pokok perkara oleh karenanya harus dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara;





Dalam Provisi:


Hakim pertama belum mempertimbangkan permohonan provisi, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya lebih dahulu;


Permohonan provisi Pembantah telah menyangkut pokok perkara oleh karena akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya, dengan demikian, permohonan provisi Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;





Dalam Pokok Perkara:


Jual beli yang dilakukan oleh Ny. Nurima dengan Ny. Aslina Bahar/Terbantah III tanggal 25 Juli 1985 atas tanah dan rumah di Jln. Masjid Al Barkah No. 23 dalam keadaan Sita Jaminan (Berita Acara Penyitaan jaminan tanggal 21 Maret 1978 bukti TI-3);


Karena Terbantah III, telah menjual barang Sitaan tersebut, maka Terbantah III diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Terdakwa II, sedangkan suaminya Terdakwa I didakwa Penuntut Umum dengan pasal 231(1) KUHPidana;


Dakwaan tersebut telah terbukti; Terdakwa I, dihukum dua tahun penjara dan Terdakwa II (Terbantah III) dihukum satu tahun enam bulan penjara;


Dengan adanya fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Ny. Nurima tidak layak dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik.  Ny. Nurima bahkan kemudian menghipotikkan barang sengketa/tanah/rumah tersebut kepada Pembantah (Bank BNI 46);


Pembantah mengetahui, bahwa objek sengketa dalam keadaan disita.  Karena, ketika Terbantah III mengajukan bantahan atas sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Pembantah juga diajukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.  Pada tanggal 7 September 1987, barang sengketa akan dilelang (Surat Ka.Kan. Lelang Negara No. 5-192/Wpj.03/KL.51/1987 tanggal 30 Juli 1987;


Pembantah sebagai pemegang Hipotik, bukan pemilik dan kedudukannya tidak dapat dipersamakan dengan pemilik barang sengketa;


Status Pembantah adalah hanya sebagai pihak pemegang hipotik.  Sehingga Pembantah tidak berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet);


Berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/Pdt/Bth/1987/PN/JktSel harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili sendiri sebagai berikut:


Dalam Eksepsi:  Menyatakan Eksepsi Terbantah I/Pembanding, tidak diterima;


Dalam Provisi:  Menyatakan permohonan Provisi Pembantah tidak dapat diterima


Dalam Pokok Perkara:  Menyatakan Bantahan Pembantah/Terbanding, tidak dapat diterima;


Dst., ……………………… dst., ………………………





MAHKAMAH AGUNG R.I.:





Pembantah, BNI 46, menolak putusan dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut:





1.	Pembantah mengetahui objek sengketa dalam keadaan sita, karena semula Terbantah III, mengajukan Bantahan atas sita jaminan, namun, bantahan tersebut terjadi tahun 1982.  Transaksi jual beli terjadi tahun 1985, jadi jauh setelah adanya perkara Bantahan.  Pemohon Kasasi menganggap, bahwa perkara bantahan telah selesai atau setidaknya tidak menghalangi transaksi jual beli.  Transaksi berjalan sebagaimana mestinya.  Proses balik nama di Kantor Agraria, tidak ada yang mengajukan keberatan dari penyitaan sampai pemasangan Hipotik.  Artinya Sita Jaminan sebelumnya tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan pasal 198 HIR;


2.	Pemohon Kasasi adalah pemegang hipotik (bukan pemilik) oleh karena berkedudukan sebagai pemegang hipotik, maka Pembantah adalah pihak ketiga yang berkepentingan, sesuai pasal 378 dan 379 RV adalah berhak mengajukan DERDEN VERZET, yang bertujuan menghalangi Pengadilan melakukan perbuatan hukum yang akan merugikan kepentingan pemohon kasasi.





Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, berpendapat bahwa keberatan ad. 1, tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi mengenai hal ini tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.  Lagipula, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi …………… dst.


Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi ad.2, bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum di dalam perkara ini.


Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasari alasan yuridis yang pokoknya sebagai berikut:


Walaupun Pemohon kasasi/Pembantah (Bank BNI 46) bukan pemilik yang berhak melakukan Derden Verzet, namun Pembantah Bank tersebut selaku pemegang hipotik adalah merupakan “pihak ketiga” yang mempunyai kepentingan agar hutang debitur dijamin dengan “agunan” untuk pelunasan kredit yang diberikan Pemohon kasasi;


Sedangkan Judex Facti hanya beranggapan bahwa hanya pemilik saja yang berhak untuk mengajukan Derden Verzet hal ini tidak benar, Vide pasal 378 dan 379 RV.


Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pembantah dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagai berikut:


1.	Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang sah dan benar.


2.	Membatalkan Lelang Eksekusi dan mengangkat sita Eksekusi atas tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan.


3.	Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pemegang Hipotik pertama, atas tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan yang sah, yang haknya harus didahulukan dari kreditur lainnya.


4.	Menyatakan Ny. Nurima adalah pemilik jaminan tanah SHGB No. 11/Manggarai Selatan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum.


5.	Dst., ……………………… dst., ………………………





CATATAN:


Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:


Dengan mengacu pada pasal 378 dan 379 RV, maka tidak hanya pemilik tanah beserta bangunannya saja yang berhak untuk mengajukan gugat perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap tindakan hukum berupa Lelang Eksekusi Pengadilan.  Pihak Bank sebagai kreditur yang telah mengikat kreditnya dengan hipotik juga merupakan pihak ketiga yang berhak pula untuk mengajukan gugat derden verzet, karena Bank sebagai kreditur yang preferent mempunyai kepentingan Pelunasan piutangnya didahulukan dari para kreditur lainnya.


-	Demikianlah catatan kasus ini.












































